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Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

perangkat desa, tempat tinggal di [ R AR
I <ota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada Kukun Abdul Syakur Munawar,
S.H., M.H., dan Feby Mediana, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum

yang berkantor di N R
I <ota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 18 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Dahulu Tinggal Dan Berdomisili di || | |

I  (<ota Banjar

Jawa Barat Sekarang sudah tidak diketahui domisili dan tempat
tinggalnya yang tetap dan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan
surat Gugatannya bertanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Bjr
pada Kamis itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2019 yang tercatat di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi
Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : | | | I angoal
29 Maret 2019 ;

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana
tercantum dalam posita no 1 adalah perkawinan karena rujuk yang ketiga
kalinya ;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dan hidup rukun di |G
I <ota Banjar Provinsi Jawa Barat ;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki
rumah tinggal bersama, dan dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing
diberi nama :

41. I

42. I

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu
rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 perkawinan Penggugat dan
Tergugat sejak mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di
sebabkan karena Tergugat Mulai tidak mau memberi nafkah baik lahir
maupun bathin akibatnya diantara penggugat dan tergugat sering terjadi
perselihan yang terus menerus ;

6. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya

Pada tanggal januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
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sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggal Dan Domisilinya Yang
Tetap Dan Pasti Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan posita Nomor 6, Tergugat telah melanggar sighat
ta'lik talaknya, Point 2 yakni tidak memberi nafkaf wajib kepada penggugat
selama 3 (tiga) bulan lamanya dan point 4 yakni membiarkan (tidak
memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih, sehingga
syarat taklik talak sudah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut
Penggugat sanggup membayar iwadl Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa Penggugat sebagai Istri sudah tidak sanggup lagi menjalani
rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak
madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada
harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primair :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Khul'i kepada
kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000 (sepuluh ribu
rupiah)
4. Menyatakan Biaya Menurut Hukum
Subsidair :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-

adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya
kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., dan Feby Mediana, S.H.,
Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar-
Pangasinan, Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa

identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;
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Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan Gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, #0046#
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor | | | | I tangoal 29

Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Banjar Kota Banjar Provinsi

Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. Saksi |, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,

tempat tinggal | NN

I <ot Banjar. Saksi mengaku kenal dengan
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Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ketua RT/tetangga
Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari
2024 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
- Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan
menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi Il, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di [N
I <ot: Banjar. Saksi mengaku kenal dengan

Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan
bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari
2024 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
- Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan

menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan
Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan
keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan
Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2024
yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena
secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor
523/Pdt.G/2024/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat
materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan,
selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi,
dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa
Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima
Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas
sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama
Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)
HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan
menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat telah datang didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 14 him. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak
ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan
150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163
HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut
diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam
Gugatannya dengan alat-alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah
memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti
karena isinya mendukung terhadap dalii Penggugat menyangkut tentang
domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara
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keduanya merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan terikat sighat ta’liq
talag sebagaimana diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, dan
karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah
sumpah serta secara terpisabh;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi ) merupakan Ketua
RT/tetangga Penggugat Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi 1)
merupakan Tetangga Penggugat Penggugat, mengetahui keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri,
karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan
Gugatan Penggugat telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan
Tergugat setidaknya telah berjalan sejak Januari 2024;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan
didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi
Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2,
dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
29 Maret 2019 dan keduanya terikat sighat ta’liq talag sebagaimana
diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak Januari 2024;

4. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di
atas, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari
2024, yang berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa adanya
pertengkaran dan alasan yang jelas. Begitu pula berdasarkan dalil Penggugat
yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan
tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat
oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin karena
Tergugat tidak menunjukan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah
tangga, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat
menjadikan hak-hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat ta’lik talaknya
pada poin 2 (dua) dan 4 (empat), yakni idak memberi nafkah wajib kepada istri
3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6
(enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya,
berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana
terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal
itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan
kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari
Tergugat merupakan solusi terbaik dan maslahah daripada tetap
mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat
ta’'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta’lik talak merupakan perjanjian

perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka
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apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam
taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan
tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan
Penggugat sejak bulan Januari 2024 dan selama ditinggalkan tersebut tidak
pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama
ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan
ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang
menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut
dihilangkan. Hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai
berikut:

s I
I3 5
Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan
Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat
tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar
Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada
Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat
ta’lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah
SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

T ’.3,’ H‘f ‘.‘,"‘_
etz O dgall Of ugall 13

Artinya: Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat
yang terdapat dalam Kitab Syargowi 'Ala At-Tahrir halaman Juz 1l 302 yang
artinya: “Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak
tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya
ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh
isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menetapkan jatuhnya talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan
uang iwadh sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian
tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat
(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23
Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446
Hijriyah, oleh kami Dr. Deni Purnama, Lc., MA.EK. sebagai Ketua Majelis,
Widya Alia, S.H.l. dan Muchammad Agib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum, oleh Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua
Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Widya Alia, S.H.. Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.
Ttd

Muchammad Agib Junaidi,S.HI
Panitera Pengganti,
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Ttd

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 75.000,00
Biaya Panggilan Rp  250.000,00
PNBP Panggilan----------- Rp  30.000,00
Hak redaksi Rp  10.000,00
Meterai Rp 10.000.00
Jumlah biaya Perkara Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)

o A W N
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